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Korup31

KOMIST Pemeran-
tasan Korupsi
(KPK) bersa-'
ma Polda Kali-
mantan Barat dan
BPK melangsungkan
pertemuan, ‘mendalami dua kasus ko-
rupsi dengan nilai miliaran rupiah di
Kabupaten Bengkayang dan Melawi.

Penyelidikan dana bantuan khusus
desa dari Badan Pengelolaan Keuang-
an dan Aset Daerah (BPKAD) Kabu-
paten Bengkayang kepada ke ala de-
sa dari APBD Tahun An; 2017
senilaic Rp20 miliar. Di Kabupaten
Melawi, penyidik hukum menyelami -
penggunaan anggaran APBD Tahun
2012-2015 untuk pembangunan Mas-
jid Agung Melawi, semlal Rp13 miliar.

Tentunya, kas s ini akan menam-

- bah daftar panjang kasus korupsi di
Provinsi ' Kalimantan Barat dalam
penggunaan anggaran.

° Mencegah terjadinya penyim-
pangan hingga korupsi anggaran
pemerintah (APBD), memang tidak
mudah. Namun, bukan tidak bisa dila-
kukan. Asal kuasa pengguna anggaran
memahami tata kelola anggaran yang

- baik dan berintegritas.

Di Kalimantan Barat, Kepala Ba-
dan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
Perwakilan Kalimantan Barat, Joko
Agus Setyono menyatakan ada empat
kabupaten memperoleh opini Wajar
Dengan Pengecualian (WPD).

BPK sebagai auditor pemeriksa
penggunaan uang negara, mengulur-
kan bantuan dalam menciptakan tata

3 kelola anggaran yang baik. Lagi-lagi,
. uluran tangan 1tu dlsambut
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